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ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian
bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, salah satunya
yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang kemudian dikenal dengan
perlindungan konsumen. Dalam pelaksanaannya, pelaku usaha juga memerlukan
perlindungan dalam transaksi telebih pada transaksi online yang kemudian dikenal
dengan e-commerce. Kendala yang dialami pelaku usaha pada transaksi jual beli
online adalah pembatalan sepihak oleh konsumen dalam penjualan dengan sistem
pemesanan sebelum barang tersedia. Rumusan masalah dalam penelitian ini
yaitu : 1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kerajinan
buket akibat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam sistem
pemesanan sebelum barang tersedia pada jual beli online di Kota Padang?. 2.
Bagaimana penyelesaian antara pelaku usaha kerajinan buket bunga dengan
konsumen yang melakukan tindakan pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli
online di Kota Padang?.. Penelitian ini.‘menggunakan_jenis-penelitian yuridis
empiris yang merupakan pendekatan lebih menekankan pada praktek lapangan
dikaitkan pada aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan
hasil penelitian dipahami bahwa perlindungan hukum yang diperlukan bagi pelaku
usaha vyaitu perlindungan hukum secara preventif sebagaimana yang telah
diundangkan dalam perundang-undangan di Indonesia serta penanganan secara
represif agar dapat melindungi pelaku usaha berupa sanksi yang memiliki efek
jera bagi konsumen yang melakukan pembatalan sepihak dalam suatu transaksi.
Perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen harus saling
memperhatikan kepentingan para pihak dengan berdasarkan asas itikad baik
sekalipun perjanjian jual beli secara online. Bentuk penyelesaian untuk kendala
yang dialami kedua pihak dapat dilaksanakan secara non-litigasi yang dilakukan
dengan cara negosiasi. Kemudian apabila tidak tercapai, para pihak dapat
menempuh penyelesaian dengan jalur litigasi atau pengadilan.
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